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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara
elektronik telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:
I U 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA,

pekerjaan Sales Multi Mandiri, tempat kediaman di | Gz
|
I <ota Jayapura, dengan domisili elektronik

pada alamat email: Asrianip94@gmail.com, selanjutnya disebut
Penggugat.

melawan

I . mur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat kediaman di [ IEEEEEEEE
I Kota

Jayapura. Selanjutnya disebut Tergugat.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2022
telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jpr, tanggal 13

Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, Kota Jayapura,

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [ GGG,
tertanggal 29 Juli 2021.
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 5 bulan dan belum dikaruniai anak.
3. Bahwa sejak Desember 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Sejak Juli 2021 Tergugat mulai berubah sikap, yaitu pulang ke

rumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras.

- Penggugat mengetahui Tergugat mabuk.

- Tergugat sering mabuk.

- Bahwa sejak Desember 2021 hubungan antara Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan oleh Penggugat berselingkuh dengan

wanita lain.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 6

Januari 2022 Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan

wanita lain.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan

tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai
karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk
menjalankan kehidupan rumah tangga.

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq Majelis Hakim kiranya
berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Jayapura cg. Majelis Hakim agar memutuskan
sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([ EGcNGNGNGGEG
) i< hadap Penggugat ()

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.
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Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat
hadir menghadap persidangan, dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah
memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi
dengan mediator Dra. Farida Hanim, M.H., Hakim pengadilan Agama Jayapura.
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil
mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator bertanggal 24 Januari
2022, dan pada sidang selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan
permohonan pencabutan perkara kepada Majelis Hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaiannya,
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Jpr dicabut.
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Zaenal Ridwan
Puarada, S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I., dan Nur Muhammad
Huri, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada
Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu
tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir
1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

ttd. ttd.
Musrifah, S.H.l. Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I.
Hakim Anggota ll,

ttd.

Nur Muhammad Huri, S.H.l.
Panitera Pengganti,
ttd.
Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a. Pendaftaran Rp 30.000

b. Panggilan Pertama Penggugat Rp 10.000

C. Panggilan Pertama Tergugat Rp 10.000

d. Redaksi Rp 10.000

e. Pencabutan perkara Rp 10.000
2. Biaya proses Rp 75.000
3. Panggilan Rp100.000
4. Materai Rp 10.000
Jumlah Rp255.000

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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